BAB IV

ANALISA GONO-GINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSTIF

A. Hukum pembagian harta Gono-gini.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut
dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.
Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan
dari pihak lainya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam
hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk
menjaga harta bersama tersebut.

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun
istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap
utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada
harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami tidak mencukupi, utang
tersebut dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau
mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.

Harta bersama dalam Islam lebih identic digiyaskan dengan Syirkah abdan
mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak

terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fikih islam secara jelas,
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tetapi keberadaanya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama
Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri,
dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk
mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk
simpanan ( tabungan ) untuk masa tua mereka. Bila keadaan
memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka
meninggal dunia.

Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori syirkah mufawwadah,
karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka
hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali
yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemeberian secara khusus
kepada suami tersebut.

Imam Syafi’l tidak membolehkan perkongsian kepercayaan ( sebagai ganti
modal ), karena pengertian syarikah menghendakai percampuran modal.
Sedangkan perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal ( pokok
). Oleh sebab itu, kedua macam perkongsian yang tidak bermodal ini tidak
sah. Selain itu, maksud diadakanya perkongsian adalah untuk menambah
kekayaan dengan jala berdagang. Karena orang tidak sma andainya dolam
menjalankan perdagangan, maka diadakanya perkongsian untuk
memberikan jalan kepada orang yang kurang pandai berdagang untuk
mengembangkyan kekayaanya yang berupa modal.

Ulama madzhab Hanafi menolak alasan Imam Syafe’l dengan

mengemukakan alasan sebagai berikut.
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Perkongsian tenaga dan kepercayaan sudah umum dijalankan orang dalam
bebrapa generasi, tanpa seorang pun yang membantahnya dan Nabi
Muhamad pun pernah bersabda :

A el pdss Yy
Sunggguh umat ku tidak akan berkumpul dalam kesalahan ( Hr Ibnu
Majah )
Baik perkongsian tenaga maupun kepercayaan sama-sama mengandung
pemberi kuasa, sedangkan pemberi kuasa hukumnya juga dierbolehkan.
Adapun alasan Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa perkongsian
diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harta harus ada modal
yang berupa harta, yang akan dikembangkan oleh Madzhab Hanafi
dikatakan bahwa perkongsian tenaga dan kepercayaan diadakan bukan
untuk mengembangakan harta, tetapi untuk mencari harta, sedangkan
menghasilkan harta lebih diutamakan daripada mengembangkan harta.
Oleh sebab itu, disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah

lebih utama lagi.

Adapun secara analisa, hukum praktik harta gono gini adalah mubah atau
dibolehkan, hal ini berdasarkan analisa hukum islam dan hukum positive,

sebagai berikut :

A) Gono-gini Secara Hukum Islam dikenal dalam kajian ushul figh
diikenal dengan metode penggalian hukum meliputi, dalil Syara

sebagai berikut :
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- Dalil syara yaitu Al Qur’an, Al Sunah, Al Ijma’, Kias, Al Ikhstishan, Al
Maslahatul mursalah, Al Urf, Al Istish-haab, syar’un man qoblana,

mazhabu Al-Shohabi.

Dalil syara

1) Dalil Syara yang pertama bersumber dari Al qur’an,

Al Qur’an adalah Firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan
perantaraan Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad Bin Abdullah
dengan lafal Arab dan makna yang padti sebagai bukti bagi Rasulullah
bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus
petunjuk bagi manusa, dan sebagai sarana pendekatan ( seorang hamba
kepada tuhanya ) sekaligus sebagai ibadah bila dbaca. Al Qur’an disusun
diantara dua lembar; diawali surat Al Fatihah dan diakhiri surat An Naas,
yang sampai kepada kita secara teratur ( perawinya tidak terputus ) secara
tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari adanya
perubahan dan penggantian.

Dan adapun mengenai gono gini dalam penyelesaianya dijelaskan dalam

Firman Allah yang disebut dengan kata As Sulhu

As Sulhu merupakan upaya perdamaian yang dikhawatirkan menjadi
permasalahan yang berkepanjangan, maka jalan terbaiknya adalah dengan
melakukan perdamaian yang tidak mengurangi hak-hak dari kedua suami dan istri.

pendapat ini menjelaskan bahwa ayat tersebut masuk dalam kategori gono gini.
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Adapun dalam praktek penyelesaianya atau pembagianya menggunakan teori
Syirkah

Dalam suatu ayat pun pun ada yang merujuk dibolehkanya praktik akad
musyarakah. Lafadz “ A4/ Khulatha “ dalam ayat Musyarakah bisa diartikan saling
bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih

pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Ayat ini ada ata dasar akad Ikhtiyari.

2) Dalil Syara yang kedua bersumber dari Hadist
Melalui dalil Syara yang bersumber dari Al Qur’an dapat dikorelasikan
menjadi sebuah penjelasan, sebagai berikut :
“ Perdamaian itu boleh diantara kaum muslimin , kecuali perdamaian (
vang ) menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”
( Hr. Ibnu Majah, No 2353 )*

Hadis diatas adalah interpretasi dari Qur’an surat An Nisa ayat 124
mengenai perdamaian yang dapat  menyelesaikan masalah bukan
menjadikan jalur perdamaian sebagai media untuk mengambil hak.

Sebagaimana hadist yang menjelaskan tentang perkongsian itu
sendiri adalah sebagai berikut :

“ Allah yang maha agung berfirman : aku adalah pihak ketiga dari
dua orang yang berkongsi selama yang satunya tidak mengghianati

yang lainya. Apabila salah satunya menghianati yang lainya, aku
keluar dari dua orang itu.”’

3) Dan dalil syara yang ketiga adalah [jma’.

bnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Penta’liq, Muhamad Fuad Al Baqi,(Toha Putra: Semarang ) 207-
275 Hijriah, h. 788.
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Para ulama sepakat dibolehkanya gono gini, diantara mereka adalah,
syaikh Muhamad Arsyad A Banjari sebagai ulama yang melegalisasi Gono
gini di Banjarmasin, Prof Dr, Hasby As Shidieqy yang melegalisasi gono
gini di aceh.

Qiyas

Sebelum lebih jauh kita meninjau penggalian hukum melalui giyas, agar
lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang giyas. Kiyas menurut
istilah ahli ushul figh adalah menyamakan suatu hukum dan peristiwa
yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki
nash hukum, sebab sama dalam ilat hukumnya.

Apabila ada nash yang menunjukan hukum pada suatu peristiwa dan dapat
diketahui ilat hukumnya dengan cara-cara yang digunakan untuk
mengetahui ilat hukum, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab
memiliki kesamaan dalam hal ilat hukum. Karena hukum dapat ditemukan
ketika ilat hukum itu sudah ditemukan.

Pada pembahasan ini harta gono gini digiyaskan dengan Syirkah, karena
mempunyai harta yang sama dalam bekerja sama. Dan juga harta gono
gini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan yang juga
ikut andil dalam hubungan harta.

Hal ini diperkuat dengan frman Allah Swt :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
(Qs An Nisa : 21)
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang
saling mendukung satu sama lainya atau dengan kata lain sebuah kerja
sama.

Berbicara soal giyas dalam hal ini, para ulama bermacam-macam dalam
meninjau sudut pandang hartga gono gini, yaitu sebagai berikut :

A. Pendapat pertama, Harta Gono-Gini Bagian Integral Akad Nikah

Pendapat ini mengatakan bahwa apabila akad nikah terlaksana,
maka secara otomatis terjadi harta bersama. pendapat ini dipusatkan pada
akad nikah yang merupakan mitsaaqon gholiza, sebuah ikatan yang kokoh,
yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan
apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata
berdampak pada halalnya hubungan suami-istri, tapi terhadap semua aspek
kehidupan termasuk didalamnya adaah mengenai harta yang didapatkan

selama ikatan perkawinan.

Selanjutnya, yang juga dianggap mendukung pandangan ini adalah
giyas, dalam hal ini di giyaskan, dengan anak yang dilahirkan istri . Istri
hamil selama Sembilan bulan dan merasakan beratnya masa-masa
kehamian itu, lalu melahirkan anak dalam kondisi yang berat dan sakit
antara hidup dan mati. Ketika sang anak lahir maka nama sang anak
dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada Ibu yang mengandung dan
melahirkan, meskipun sang ayah sama sekali tidak turut merasakam hamil

dan melahirkan serta beratnya menjalani kedua hal itu. Demikian juga
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dengan harta yang didapatkan, meskipun yang mendapatkanya adalah ayah
melalui kerja keras tapi istri dipandang memilki hak dari dari hasil kerja
keras suami itu karena telha terikat dalam satu persekutuan yang kokoh

dan abadi ( Syirkah abdan ).

Tetapi menurut Dedi Susanto dalam bukunya Harta Gono-Gini,
Qiyas yang digunakan di sini tidak tepat. Dinisbatkanya seseorang anak
kepada ayah tidak saja disebabkan adanya ikatan pernikahan antara sang
ibu dan ayah si anak, tetapi tidak kalah pentingnya adalah adanya andil
ayah dalam menamkan benih ke rahim sang ibu yang menjadi bakal ¢ alon
anak. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kisah bahwa seorang laki-laki
mengatakan kepada mantan istrinya tentang anak mereka, ““ au melahirkan
anak itu terlebih dahulu daripada engkau. “ dan memang benar demikian,
karena sang suamilah yang melahirkan lebih dahulu benih itu dan baru
kemudian sang istri meskipun kondisi dan konotasinya berbeda. Tanpa

andil benih itu, maka sang istri tidak akan mengandung.

Dengan demikian, dinasabkanya seorang anak kepada ayahnya
berasal dari dua faktor sekaligus, yaitu akad nikah yang sah dan andil
benih untuk kehamilan sang istri. Kurangnya salah satu aspek ini
menyebabkan sang anak kehilangan sandaran kepada ayah. Karena itulah
Rasulullah Saw dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa anak adalah
salah satu hasil kerja/perbuatan ( kasab ) ayah dan ibunya, dan memang
kenyataan menunjukan bahwa seorang anak adalah hasil dari kerja ayah

ibunya. Karena itulah, wajar apabila dia dinasabkan kepada ayahnya.
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Lebih dari itu, Rasulullah Saw juga menegaskan kepemilikan ayah bukan
saja terhadap anak, tapi terhadap harta yang dimilki sang anak sehingga
dalam kondisi membutuhkan dia memilki hak untuk mengambil harta sang
anak tanpa izin sebatas memenuhi kebutuhanya itu. Bahkan, lebih dari itu
Rasulullah Saw menghususkan ayah terbebas dari dari hukuman gishash
ketika dia membunuh anaknya yang menunjukan bahwa seorang anak
memilki keterikatan yang sangat kuat dengan asalnya, dimana hal ini tidak
pernah ditemukan pada orang lain selain ayah kandung. Dalam redaksi

dijelaskan :

Sesungguhnya makanan yang paling baik dimakan oleh seorang
adalah dari hasil usahanya sendiri dan sesungguhnya seorang anak
adalah termasuk hasil usaha ( kedua orang tua ) nya ( HR. Ahamad, Abu

Daud, An Nasa’l, dan Tirmidzi )

dan dijelaskan pula dalam redaksi hadist :

Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu ( HR Ahmad, Abu Daud

dan Ibnu Majah)

Demikian juga jika kita kita ingin menggiyasan hal ini kepada
harta. semata-mata ikatan pernikahan tidak dapat menyebabkan seorang
suami atau istri mengklaim pemilikan terhadap hasil jerih payah
pasanganya, kecuali apabila dia memilki andil dalam usaha tersebut.
Apabila dia tidak memiliki andil apa-apa dalam membantu usaha

pasanganya, maka dia tidak berhak menglaim apa yang bukan miliknya.
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B) Pendapat kedua, Harta Gono Gini di wujudkan melalui syirkah

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa pada dasarnri atau miya
tidak ada percampuran harta karena pernikahan, harta suami tetap milik
suami dan harta istri tetap milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan
penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan miik suami
sebagai milik istri menjadi milik suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan

dalam Qs An Nisa : 4: 32

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. ( karena
) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi
perempuan ( pun ) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia- Nya. Sungguh, Allah Maha

mengetahui segala sesuatu.

Ada beberapa aspek yang mengarahkan kita pada pendapat kedua
ini. Pertama, kenyataan bahwa tidak ada ayat a/ qur’an dan al Hadits
yang menyebutkan baik secara tegas atau tersirat tentang harta bersama.
Sebagaimana telahktia lihat pada bab sebelumnya, dan tidak dikenalnya
istilah ini atau yang semakna denganya dalam Kkitab-kitab fikih yang
disusun para ulama mengindivikasikan bahwa konsep ini tidak dikenal dan

bukan murni berasal dari islam.

Permasalah harta adalah salah satu permasalahan yang sensistif dan

pasti menarik untuk dibicarakan serta sering menimbulkan perselisihan



92

dalam kehidupan masyarakat. Kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan
dan perselisihan mengenai harta, nafkah, warisan, zakat dan lain
sebagainya yang diajukan kepada Rasulullah Saw, para sahabat, dan para
ulama tetapi kita tidak mendapatkan pertanyaan yang menanyakan tentang
harta bersama. Padahal jika harta bersama bersifat integral bersama
diutarakan oleh pendapat pertama, sudah dapat timbul mengenai mengenai
hal ini. Misalnya, mengenai perincian harta-harta dalam bentuk apa saja
yang dinyatakan sebagai harta bersama. Atau ketika suami menikah lagi,
pasti akan timbul perselisihan antara suami dan istri dengan istri yang baru
mengenai harta bersama pada ikatan pada ikatan pernikahan yang
terdahulu dengan pernikahan yang baru. atau ketika terjadi perceraian
antara dan istri pasti akan timbul perselisihan untuk menetapkan harta
bersama dan besaran pembagianya sebagaimana yang banyak terjadi pada
saat ini. kebutuhan pada penjelasan ulama semakin tinggi jika konsep harta
bersama itu memuat berbagai unsur yang berbeda-beda kedudukan
hukumnya, seperti pembedaan antara harta bawaan, harta warisan dan
harta khusus, hadiah yang bersifat umum dan harta pendapatan seperti
yang ada pada konsep harta bersama yang dikenal saat ini. Apakah harta
bersama itu mencakup seluruh harta kekayaan suami dan istri tanpa
terkecuali, atau membatasinya pada harta yang didapatkan selama masa
pernikahan saja, tentu akan menghasilkan pembahasan yang rumit dan

mendalam. Keyataanya, hal ini tidak didapatkan.
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Kedua, konsep nafkah dalam Al- Quran dan Al Hadist dan kitab-
kitab fikih merujuk pada pembedaan harta suami dan istri. Suami
berkedudukan sebagai pemberi nafkah dan istri berkedudukan sebagai
penerima nafkah. Dalam konsep harta bersama, konsep nafkah ini tidak
relevan karena harta bersama adalah milik suami dan istri bersama-sama
yang digunakan untuk kepentingan bersama. Ketika harta bersama ini
dibelikan makanan, misalnya, dan dimakan oleh suami dan istri. Maka
masing-masing suami dan istri sebenarnya memakan bagianya masing-
masing sehingga disini tidak ada yang memberikan nafkah dan tidak ada

yang menerima nafkah.

Demikian juga ketika suami bekerja lalu hasilnya menjadi miliknya
bersama istri, dan ketika istri bekerja hasilnya menjadi miliknya bersama
istri, dan ketika istri bekerja hasilnya menjadi miliknya bersama istri, dan
ketika istri bekerja hasilnya menjadi miliknya bersama suami, maka pada
hakikatnya konsep harta bersama membabankan juga kepada istri untuk
mencari nafkah, bukan semata pada suami. Misanya, ketika seorang suami
bekerja dengan hasil yang kecil ( atau tidak bekerja sama sekali ) dan
istrinya juga beerka dengan hasil yang lebih besar, maka yang terjadi
adalah istri memebrikan hartanya kepada suami karena kelebihan
penghasilan istri akan turut menjadi milik suami yang kemudian dinikmati
bersama. Tenttu saja ini tidak tepat karena Al Qur’an, Al hadits dan para
ulama meletakan beban nafkah di pundak suami meskiun istrinya seorang

yang kaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin:
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Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang
berlaku dalam figih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara
suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah
pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya tu menjadi haknya secara
penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan ssebagai pemberi
nafagah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi
keperluanya ia berkedudukan sebagai penerima nafagah. Oleh karena itu,
kewajiban nafagah tidak relefan dalam komunitas yang mengikuti yang

mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Ketiga, konsep harta bersama tidak relevan dengan hikmah
adannya mut’ah dalam perceraian. Apabila suami dan istri bercerai, maka
Al Qur;an memberikan perinta kepada suami untuk memebrikan hiburan
untuk sang istri berupa harta yang dinamai mut’ah dengan besaran sesuai
kemampuan suami. Namun dalam konsep harta bersama, sesungguhnya
tidak lagi diibutuhkan hadiah penghibur dari suami karena istri sudah
mendapatkan separuh dari harta miliknya bersama suami. Artinya, dia dan
suaminya memilki jumlah harta yang sama, dan bagian sang suami akan

semakin kecil ketika kepada suami diperintahkan memberikan mut’ah.

Keempat, konsep harta harta bersama, tidak relevan terhadap salah
satu prinsip pembagian waris dalam Islam yang memberikan bagian lebih
besar kepada laki-laki daripada perempuan. Hikmah utama diberikanya
bagian yang lebih besar kepada laki-laki karena dia adalah penanggung

nafkah bagi perempuan, di mana hal ini tidak pas jika diterapkan pada
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koonsep harta bersama yang menjadikan suami dan istri sebagai
penanggung nafkah secara bersama-sama. Apalgi untuk konsep harta
bersama yang menyatukan seluruh harta dan istri tana terkecuali

sebagaimana yang berlaku dalam tatanan hukum barat.

Penyatuan harta suami dan istri ini dapat dilakukan dengan dua
jalan. Pertama, melalui perjanjian nikah. Sebelum dilaksanakan akad
nikah, suami dan istri membuat perjanjian untuk menyatukan harta mereka
sesuai yang mereka kehendaki. Kedua melalui Syirkah baik sebelum akad
nikah atau sesuadanhya. Syirkah ini adalah kesepakatan dua orang yang

memilki hara untuk menyatukan harta mereka.

Dengan demikian, suami dan istri yang sudah menikah dan mereka
belum membuat perjanjian nikah pada saat dialkukanya akad nikah dapat
menyatukan hartanya melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dapat
juga dilakukan sebelum akad nikah dilakukan, sebagaimana perjanjian
nikah. Yang membedakan antara kesepakatan dan perjanjian nikah adalah
dampak hukumnya, di mana apabila perjanjian nikah dilanggar pihak yang
merasa dirugikan memilki hak untuk menuntut pembatalan pernikahan,
sedangkan dilanggarnya kesepakatan tidak memberikan konswekuensi

demikian.

Al Ikhtisan secara bahasa adaalah menganggap baik sesuatu, namun secara
istilah Istihsan adalah beralihnya pendapat seorang mujtahid dari tuntutan

kias yang nyata kepada kias yang samar atau dari hukum umum kepada
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perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian

memenangkan perpindahan itu.

Adapun dalam kasus gono gini ini dalam istihsanya adalah :

1. Seorang suami isteri yang melakukan kerja sama dalam hal pekerjaan
memang tidak ada didalam Al Qur’an secara khusus tetapi AL Qur’an
menerangkan untuk melakukan perdamaian.

2. Istilah nama gono gini sangatlah mudah untuk di katakan oleh seluruh
masyrakat indonesia. Dan secara peratuuranya pun tetap sama dengan
hukum formil.

6) Al Maslahatul mursalah,

Al Maslahhatuul Mursalah artinya mutlak ( umum ), menurut istilah

ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan

hukum untuk mewujudkanya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukan

dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. la disebut mutlak ( umum )

karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atauu atau disia siakan.

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk

menerapkan kemaslahatan umat manusia.

Adapun mengenai gono gini dalam meninjau hal ini sebagai

maslahatul mursalah adalah :

1. Kerja sama adalah hal yang lumrah dalam menjalani hierarki
kehidupan, sampai saatnya perkawinan mulailah seseorang itu
untuk menekunkan usahannya dengan alasan :

- Dapat membantu kekurangan dalam berumah tangga.
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- Tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan membutuhkan Kkerja
sama, dan kerja sama yang dipercayainya adalah partner
hidupnya sendiri.

- adat ini sudah ini terjadi di masyarakat pada umumnya

Sehingga dengan pertimbanagn ini dan demi kemaslahatan

bersama, hukum gono-gini ini disepakati bersama bolehnhya.

7) Al Urf,

Al Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik
ucapan, perbuatan atau pantangan —pantangan, dan disebut juga adat.
Men'urut istilah ahli syara’, tildak ada perbedaan antara al urf dan adat.
Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar
menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti
kebiasaan manusia ketika membeli sebuah air mineral dengan ucapan
Aqua padahal yang dibeli adalah Air mineral merek Gunung.

Macam —macam al- Urf ada dua macam :

Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah adat yang
tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sedangakan adat yang rusak
adalah adat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Contoh dalam
kasus adat yang benar adalah sebagaimana dalam pembahasan ini
mengenai gono gini, tertulis dalam resolusi sebagai berikut :

a adat maupun secara konstitusional Gono gini menjadi sebutan nama

yang tepat untuk diakui bersama.

Antara lain kaidah figh :
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Adat/ tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara “

Atau Kaidah :

“ ketetapan hukum yang didasarkan aatas tradisi sama dengan ketetapan
yvang didasarkan atas syara ”’

Atau kaidah yang mengatakan :

“ kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diakui’’

Adat yang diterangkan melali resousi ulama tersebut menunjukan sebuah

kesepatakan berdasarkan adat masyaakat yang tidak melanggar syari’at.

Madzhabus shohabi

Madzhabus shohabi adalah metode yang diambil dari pendapat para
sahabat Nabi Saw. Hal ini dianjurkan karena Rasulullah pernah berwasiat
utuk megnikuti sunnah nya para sahabat yang mendapatkan petunjuk
Mengenai gono gini dalam ilmu waris yang disebut dengan syirkah, hal ini
pernah dibahas dan diatur pada masa kepemimpinan Umar Bin Khathab Al
Farug R.A bahwa Musyarakah pada masa itu adalah ahli waris yang di
syariatkan atau disekutukan dengan ahli waris lain. Dalam hal ini saudara
laki-laki sekandung bersekutu atau disekutukan dengan beberapa orang
saudara ( baik laki-laki maupun perempuan ) seibu.

Masalah musyarakah ini merupakan masalah yang menjadi putusan umar
RA. Setelah adanya berbagai protes dari sebagian sahabat yang

mengatakan :
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el Sl A b Gl 1508 AT & Gl il
53al

“ Wahai amirul mukminin | Anggaplah seandainya bapak mereka (
saudara sekandung ) adalah sebuah batu di lautan, bukanlah ibu mereka (
saudara sekandung dan saudara seibu ) satu , ... >
Pada persoalan yang dihadapi oleh sayyidina Umar ini menjadi jawaban
atas persoalan saat ini, yaitu seorang suami istri yang bekerja sama atau
berserikat, yang secara ilmu waris kedanya mewariskan bilangan yang
berbeda untuk orang orang yang mendapatkan hak waris, tetapi
sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab bugyatul mustarsyidin bahwa
seseorang hendak membagi harta gono gininya terlebih dahulu, setelah itu
barulah ia membagi harta peninggalanya.

B. Analisa secara hukum Positiv mengenai harta gono-gini menurut
UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam
Islam menghukumi bahwa harta milik bersama adalah harta yang
diiperoleh semasa perkawinan.
1. UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menghukumi bahwa
harta milik bersama dibagi 50 % - 50 %.
2. UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sangat bijaksana yaitu

pemberlakuan hukum dapat dilakukan sesuai kebiasaan masing-masing,

2 Yusuf Somawinata, IImu Faraidh Ahli waris, bagian penerimaaan dan cara pembagian

waris. ( Tanggerang selatan; Sintetis IImu Indonesia Group. 2013)hal 121
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artinya orang Islam menggunakan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

Mengenai analisa diatas dapat kita lihat bahwa, Hukum Islam dan hukum
posiitiv pun terdapat kesenjangan atau perbedaan dalam meresolusi suatu
hukum.

Kesenjangan ini memang sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana
disiplin ilmu itu berkembang. Yang pada akhirnya dalam pembahasan ini
membuka lebar paradigma para pembaca untuk menganalisa argument yang
ada. Atau bisa dikatakan, untuk memilih pendapat mana yang ingin diambil
sebagai rujukan.inilah yang disebut dengan kajian komperatif yaitu
menggabungkan data satu ke data yang lain untuk menentuan sebuah
jawaban.

C. Penerapan Hukum Gono-gini di Indonesia

Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan
peradilan . semuanhya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu
UU No. 14 Tahun 1985, UU No.2 Tahun 1986, dan UU No.7 Thun 1986.
Ketiga aspek irtu adalah susuan pengadilan, kekuasaaan pengadilan dan
hukum acara yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku.
Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama, diatur dalam Bab Iv UU No. 7 Tahunbn 1989, mulai

Pasal 54 sampai dengan pasal 105.

Sumber hukum dalam lingkungan Peradilan Agama diantaranya adalah :
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1. Hir/R.Bg.

2. RV

3. Undang-undang No.07 Tahun 1989, Undang-Undang No.03 Tahun
2006, Undang-undang No.50 Tentang peradilan Agama.

4. Undang-undang No 14 Tahun 1970, Undang-Undang No.04 Tahun
2004, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

5. Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan

6. Peraturan Pemerintah No0.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan
perkawinan

7. Intruksi Preiden No.01 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum
Islam.

8. Peraturan Mahkamah Agung No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

9. Surat Edaran mahkamah Agung RI

10. Kitab-kitab Figih Islam dan sumber Hukum lainya. *

Dengan disahkan UU PA tersebut, perubahan penting, dan

mendasar telah terjadi dalam lingkungan PA. Di antaranya :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan  mandiri,
kedudukanya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan
peradilan umum, Peradilan Militer dan peradilan tata usaha

negara.

® Ika Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, ( Serang-Banten: Media Madani, 2017 ) Cet I, hal.
16
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2. Nama, susunan dan weweangn ( kekuasaan ) dan hukumm
acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.
Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan
memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hkum yang
berintikan keadilan dalam lingkunngan peradilan agama.

3. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagi asas dan kaidah
hukum Islam sebagai salah satu bahan baju dalam penyusunan

dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.”

Dengan demikian hadirnya Kompilasi Hukum Islam, yang
didalalamnya mengatur tentang Harta Gono-gini dan praktik
pelaksanaanya, itu terbukti dengan banyaknya pasal yang
mengaturnya, yaitu termuat dalam pasal 45 sampai dengan pasal 97
bersenjangan jauh dengan KUHper yang diatur dalam pasal 119
sampai dengan pasal 120. Namun diantara dua hukum normatif
yang bersenjangan bukanlah suatu persoalan yang sulit untuk
dijawab melainakan ada pada konswekuensi agamanya masing-
masin, artinya orang islam menjalanakan hukum melalaui Undang-
undang No.01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sementara
Non Islam menjalankan Hukum nya dengan KUHper yang
tentunya dua nilai normatif tersebut dapat di adili pada instansi

hukum yang berbeda.

D. Analisa Penulis

* _ Amiur Nurudin dan Azhari ..., hal. 27-28
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Para Ulama dalam menetapkan/memperkuat pendapatnya mengenai
hal ini tidak hanya berdasarkan dalil naqli saja, tetapi mereka
mengemukakan pula jalan fikiranya masing-masing.

1. Keabsahan Gono-gini yang dikemukakan oleh Syaikh Muhamad
Arsyad Al Banjari merupakan suatu disiplin Ilmu yang bermanfaat
oleh masyarakat luas, yang merupakan implementasi dari kaidah
Ushul Figh yang mengatakan : ketetapan hukum yang didasarkan
atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara.
Dalam hal ini dapat dipahami dengan beberapa konteks
permasalahan sebagai berikut :

a. Suatu adat yang terjadi di masyarakat luas tentunya tidak
terlepas dari pada kesepakatan. Dan kesepakatan ini tentunya
dilandasi dengan ilmu, Rasullah pernah bersabda bahwa

Umat ku tidak akan sepakat dengan suatu kesesatan™

b. Suatu adat yang baik tentunya tidak terlepas dari pada nilai-
nilai syariat yaitu terdapat esensi hukum Islam. Harta Gono-
gini memang tidak diatur dalam Fiqih secara khusus tetapi
bukan berarti Islam tidak menjawab atas persoalan-persoaan
yang muncul dalam problematika sosial, islam adalah rahmatan
lil alamin, hal ini menunjukan bahwa Islam adalah agama yang

diridhoi dan up to date.

C. Sejarah terjadinya harta Gono-gini dilatarbelakangi oleh suatu

peristiwa yang dialami di banjarmasin yaitu ketika suami
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bekerja sebagai nelayan ikan dengan cara menjala, yang
tentunya tidak bisa dilakukan sendiri melainkan perlu ada yang
membantu. Hal ini menjadi salah satu landasan hukum jika
melihat dari peristiwa awal sebagaimana dijelaskan dalam
kaidah ushul :

HRG e gL s ey
Pada dasarnya segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi
awalnya’
Melalui kaidah ushul Figih tersebut menjelaskan bahwa Gono-
gini yang dilatarbelakangi dari Banjarmasin, maka tentu perlu
diketahui, peristiwa apa yang melatarbelakangi terjadinya
istilah  Gono-gini dapat diberlakukan hukum. Hal ini
memberikan pemahaman bahwa harta Gono-gini dilakukan
dengan kerja sama untuk mengumpulkan harta bukan untuk
mengembangkan harta.

D. Golongan yang tidak sepakat bahwa harta Gono-gini berlaku
setelan melakukan perkawinan, adalah golongan yang
meresolusi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal
119 samai dengan pasal 120. Hal ini tidak memicu suatu
permasalahan dikalangan umat Islam, karena Islam pun

mempunyai Undang-undang tetap yang sama dimata hukum.

> Ahmad Hidayat, Qawadi Fighiyyah dan aplikasinya dalam hukum keluarga, (Serang: Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Neger, 2006). hal 3
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E. Dalil yang bersumber dari Al Qur’an dan hadist yang
menjelaskan tentang keutamaan perempuan yang tidak
selaknya bekerja diluar rumah juga patut diakui kebenaranya
tanpa menyalakan Harta Gono-gini adalah buah hasil bekerja
sama pada profesi atau pekerjaan yang sama. Karena keduanya
itu dilihat dari konteksnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam
Kaidah Ushul yang mengatakan :

Lo 51355 Al 2a 5355 &4
Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya ilat itu.
Setelah melihat dari dua hal tersebut terdapat alasanya, yaitu
yang Pertama : seorang bekerja sama atas usaha yang digeluti
bersama merupakan suatu kebutuhan demi kelancara dalam
kebutuhan rumah tangganya. Dan yang kedua suami mampu
untuk bekerja tanpa bantuan seorang istri dalam pekerjaanya
melainkan menempatkan istri bekerja cukup dirumah saja.
Karena hal ini juga salah satu bentuk kerja sama dalam arti
luas.
2. Keabsahan Gono gini, juga diakui secara hukum Formil maupun
materil.

Gono-gini adalah sebuah istlah nama yang dikaui oleh seluruh

masyarakat Indonesia setelah melihat dari berbagai nama dari

setiap daerah seperti di Banjarmasin dengan nama Adat

Perpantangan di Sunda dengan nama Guna Kaya, di Bali dengan
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Nama Druwe Gabro di Aceh dengan Nama harta Seuharkat. Dari
semua istilah nama tersebut sulit untuk disebut dalam bahasa
hukum, yang memiliki nama yang berbeda-beda untuk itu perlu
dibuat suatu istilah nama yang diakui bersama, yaitu Gono-gini.
Dengan demikian semoga massyarakat Indonesia tidak menjadi

sulit dalam memahami konteks.



